KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ©'% TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
AL-WASHLIYAH DESA SENDANG SARI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
y madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan

standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah habis;

¢. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-1303/Kk.02.06/5/
PP.00/05/201¢ tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan
Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional Raudhatul
Athfal Al-Washlivah Desa Sendang Sari Kecamatan Kota
Kisaran Barat Kabupaten Asahan, perlu diberikan
perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan
izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan hural d, perlu
menetapkan  Keputusan Kepala Kantor  Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang
Pemberian lzin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal
Al-Washliyah Desa Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran
Barat Kabupaten Asahan;

Mengingal . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem
Pendidikan . Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndones‘za" Nomor 4301]);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang . . .



